GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

'INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
- IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 171 TAHUN 2016
TENTANG

PENATAAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PERANGKAT DAERAH

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penataan pegawai sebagai implementasi penataan organisasi
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan Januari 2017,

dengan ini menginstruksikan :

Kepada . Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Menginventarisasi- seluruh data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon
Pegawal 'Negeri Sipil (CPNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan melaporkan kepada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DK| Jakarta sebagaimana formulir yang
tercantum dalam Lampiran | Instruksi Gubemur ini paling lambat tanggal 28

Desember 2016.

"KEDUA : Menyusun peta jabatan berk'oordi‘nasi dengan Biro Organisasi dan Reformasi
Blrokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 27 Desember 2016.

KETIGA : Hasil inventarisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) serta peta jabatan yang telah disetujui oleh Biro Organisasi -dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diktum KESATU
dan diktum KEDUA merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penataan pegawai dan
penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
dalam jabatan pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KEEMPAT . Pengusulan permohonan validasi penempatan jabatan pelaksana sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta
disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DK Jakarta
sebagaimana formulir yang tercantum dalam lampiran Il Instruksi Gubernur ini
gaiir}r(gtlambat tanggal 6 Januari 2017 dengan melampirkan dokumen sebagai
erikut : '



KELIMA

KEENAM

- KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

2

a. Asli surat permohonan validasi penempatan Jabatan pelaksana dari
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. Fotocopy Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat terakhir;

c. Fotocopy ijazah sesuai dengan pendidikan yang tercantum di dalam SK
pangkat terakhir;

d. Fotocopy peta jabatan yang telah disetujui oleh Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;

e. Fotocopy formulir inventarisasi Pegawai yang telah disampaikan ke Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

f.  Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan (STLUPP) bagi
-~ PNS yang telah lulus Ujian Peningkatan Pendidikan:

g. Fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara dari
Jabatan Fungsional bagi PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan
fungsional; dan

h. -Fotocopy Keputusan Gubernur tentang Penetapan sebagai Bendahara
dan/atau Pengurus Barang atau Surat Tugas sebagai Bendahara dan/atau
Pengurus Barang bagi yang belum memiliki Keputusan Gubernur tentang
Penetapan sebagaimana dimaksud.

Pembayaran gaji pokok dan tunjangan keluarga di luar tunjangan jabatan
bulan Januari 2017 untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DK Jakarta

. paling lambat tanggal 25 Januari 2017.

Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi,

jabatan administrator, -jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan

fungsional pada bulan Januari 2017 akan. mendapatkan Tunjangan Kinerja
Daerah (TKD) yang sama yaitu pada Jabatan pelayanan terampil sedangkan
seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibayarkan sebesar
Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penghitungan kekurangan bayar terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja
Daerah (TKD) builan Januari 2017 akan diberikan dalam bentuk rapel apabila
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
yang belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum
diktum KESATU, diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT, maka seluruh -

. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi, jabatan

administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional akan
tetap mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada jabatan pelayanan
terampil sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibayarkan
sebesar Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai
dengan SKPD/UKPD tersebut menyelesaikan kewajibannya.

Penghitungan kekurangan bayar tethadap pembayaran Tunjangan Kinerja
Daerah (TKD) bulan Februari 2017 dan seterusnya untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDELAPAN tidak dapat dibayar.
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KESEPULUH

KESEBELAS

3

: Apabila setelah validasi terhadap jabatan pelaksana yang dilaksanakan oleh

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terdapat
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
yang mengalami kelebihan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terhadap
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mendapat posisi pada jabatan
pelaksana akan ditempatkan pada posisi jabatan pelaksana 2 (dua) tingkat di
bawah jabatan pelaksana sesuai dengan pendidikan yang bersangkutan
sampal dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
menempatkan pegawai tersebut sesuai dengan formasi kebutuhan Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagai
implementasi penataan organisasi perangkat daerah. :

Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada diktum
KESEPULUH sesuai pendidikan berada pada jabatan pelayanan ahli atau
pelayanan terampil, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut akan tetap
ditempatkan pada jabatan pelayanan ahli atau pelayanan terampil.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

2=Guernur Provinsi Daerah Khusus
\\\S\“Mﬁflﬂf Ibukota Jakarta,
S

1. Sekretéris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI
3. PIt. Inspektur Provinsi DK| Jakarta
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